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WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup;

bahwa dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran
dan/atau penanganan wabah penyakit menular Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda hampir
seluruh negara di dunia, maka perlu menyempurnakan
dan mengatur kembali Peraturan Walikota Mojokerto
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota  Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;



Memperhatikan

Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

11.

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249j;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret
2020 Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) Daerah,;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.



10.

11.

12.

13.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat
BPPKA adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Mojokerto.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dan
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak, sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dl singkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima,
rnenyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja
Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan
karena faktor alam.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal
konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak
industri, ledakan nukir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan
dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang
diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga
darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang
merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan
atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga
mempertimbangkan kondlsi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang
diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan
darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi
yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan
sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak
berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi dimulai.



24.

25.

26.

27.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan samua aspek pelayanan publik
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

bencana.

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana
kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan
oleh SKPD terkait.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana
anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas
keiebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja
yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam

pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan Belanja Tidak
Terduga yang bersumber dan APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan

dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi pengangaran,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan belanja tidak

terduga.



(2)

BAB III
KRITERIA

Pasal 5

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :

a.

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan
sebelumnya;

keadaan darurat;
keperluan mendesak;
bencana sosial; dan

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya.

Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa

atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a.

b.
c.

d.

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian,

dan sumber daya;
penentuan status keadaan darurat;
penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :

a.

b.

d.

timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;

peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun
waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis
penyakitnya,;

peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan
dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu

menurut jenis penyakitnya,

jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan
dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan
dalam tahun sebelumnya,;



(6)

(7)

(8)

(9)

e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun
menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandIngkan dengan rata-
rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;

f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu
menujukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka
kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun
waktu yang sama;

g angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode
menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode

sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kejadian Luar Biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular
dan keracunan.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiataan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apablia ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;


































































